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BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 189/23/DPMD-C /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Menimbang

Menmingat

HUKUM ADAT DI KABUPATEN SEKADAU

BUPAT]I SEKADAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2}
Peraturan Bupat Sckadau Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pedoman ldentifikasi, Verifikasi dan Penetapan
Masvarakat Hukum Adat. dalam rangka melakukan
proses adentifikast. verntfikasi, validasi dan  penetapan
Masvarakat  Hukum  Adat  perlu membentuk  Panitia
Penpakuan dan Perhindungan Masvarakat Hukum Adat
habupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati Sekadau;
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sckadau i Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Dacroh (Lembaran Negara Hepuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindunpan
Masvarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor a51),

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
{lLembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016
Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sekadan Nomor 7) scbhagaimana telah diubah denpan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9
Tahun 2020 tentang Peruhan Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sekadau Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masvarakat Hukum
Adat i Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah
Kabupetan Sekadau Tahun 2018 Nomor 8):
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Sekadau  Tahun  Angparan 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Nomor 11],

Peraturan Bupan Sekadau Nomor 57 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan
Fungs: serta tata  kega Dinas  Pemberdavaan
Masvarakat dan Desa Kabupaten Sekadau  (Berita

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 57);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Pedoman  Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan
Masvarnkat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau
(Benta daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Nomor 13];

10, Peraturan Bupati Sekadau Neomor 70 Tahun 2020
tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan  dan
Belanja  Daerah Kabupaten  Sekadau  Tahun
Anggaran 2021 {Benita Daecrah kabupaten Sekadau
Tahun 2020 Nomor 70)

MEMUTUSKAN

Membentuk  Panitia Pengakuan dan  Perlindungan

Masvarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau, dengan

susunan keangpotaan Panitin sebagaimana  tercantum

dalam Lampiran sebagai bagian vang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini,

anitin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyan tugas ;

a. melakukan Identifikasi terhadap keberadaan
Masvarakat Hukum Adat;

b melakukan verifikasi dan validasi Masvarakat Hukum
Adat;

c. menanggapi keberatan dari Masyarakat Hukum Adat,
serta melakukan verifikas: dan validasi ulang;

d. menvampaikan rekomendasi kepada Bupau Sekadau
berdasarkan hasil venfikasi vang telah dilakukan:

e menvampaikan usulan penetapan Masvarakat Hukum
Adat kepada Bupati Sekadau; dan

f.  melakukan tndakan lainnya vang berhubungan
denpgan proses penetapan Masvarakat Hukum Adat,

Dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung jawabmya

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan  serta bertanggung jawab kepada

Bupati Sekadau.



KEEMPAT : Segala biava vang  dikeluarkan  sebagni akibat
ditetapkannya Keputusan im dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Helanja Daerah Kabupaten Sekadau.

KELIMA o Keputusan  Bupati ini mula berlakue pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Sekadaun
pada tanggal 4 Januar 2021

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS

Tembusan d sampatkan kepada Yth :

1. Menten Dalam Negen diJakana;

2. Gubernur Knhimantan Barat di Pontianak;
3. Wakal Bupati (untuk diketahui);

4. ketua Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Sekadau,

h

CInspektur Kabupaten Sekadau;

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,

Salinan sesual dengan aslinva
Kepala Bagian Hukum
Sekretanat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH
Pembina (IV /a)
NI 19810910 200803 1 001
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 189/ 23 /1PMD-C /2021
TANGGAL 4 JANUART 2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN
DAN  PERLINDUNGAN  MASYARAKAT
HUKUM ADAT [ KABUPATEN
SEKADAU
SUSUNAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT il KABUPATEN SEKADAU
: | KEDUDUKAN
NO | JABATAN POKOK | DALAM PANITIA
1. Bupat Sekadau: ! Pengarah
2. | Wakil Bupati Sekadau, N iF Pengarah
} < S— =
| Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau: 1 Ketua
g ! Kepala  Dinas  Pemberdavaan Masyarakat dan Dcsa:- Sekretaris
Kabupaten Sekadau, {
e = i ——
Asisten Pemenniahan dan kesejahteraan Rakyat, | Anggota
| Serda. Kabupaten Sekadau: |F
6. | Kepala Dinas Lingkungan H_ic-i-ub Kabupaten Sckadau: A‘t__-_wr’.ﬁ&m'n - -

-

T.h':-gp;udu Dinas Kepemudaan Ul(ihl’-’![.',il. - dan|  Anggota
| Panwisata Kabupaten Sekadau; i
i } : O ST ab st 1 o 1 ———|
8 'Kepala Dinas Sosial.  Pemberdavaan Perempuan  dan Anggota |
! Perlindungan Anak Kabupaten Sckadau: ,
i = - e TR RV e et
| 4. Kepala Radan kesatuan Bangsa dan Politik | Angeota
Kabupaten Sekadau; |
10 -H{'[-}I.‘II,I Pelaksana [i;i{iér;__f';'Héﬁéﬁﬁh&ngﬂ-n_ TanFsI?EE : F:ng?nm T
Daerah Kabupaten Sekadau; {
11,7 Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sekadau: 1 Anggota |
_ . R I g £
12, Camat Sekadau Hulu; Anggota
13., Ketua Dewan Adat Davak Kabupaten Sekadau. 1 Anggota
By s o ST

Salinan sesuat dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretanat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH

 Pembina (IV /a)

NIP. 19810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS



